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FETUNJUK TERKKIS PENYELENGGARGAN DAN PEMANFAATAN DANA
KAFITAR! DAN NON KAPITARI PROGRAM JAMINAN RESEHATAN
NASIONAL DI PUSHESRAL DAN JARINGARNYA
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BUPATI BOALEWO,

bahwa untuk merningkatkar alses dan mutu pelayanan
kesehatan bagl masyarekat miskin di Kabupaten Boalemo
telah diselenggarakan program jaminan kesehatan oleh
Badan Penyelengpars Jaminan Sosial Keschatan (BPJS);

bahwa untuk memperjelas mekanisme penvelenggaraan

pelayanan  kesehatan, pougpeloizan dan pemanfaatan

s sy £ oy o ‘ W e a % B
kenar AN Fio JRINan khepchatsn  Nasional di
O, (R, T TR PR, R, e o s 2 vl il ol wons
tasiitias Kesehelan  Taghar Pertama (FETP)  dan

jaringannya, dipandang  perll fpenetapian patunjuk
teitnis;
bahwa herdasarkan pertirmbangan sebagatmanes dimaksud
dalem huruf a dan ouraf b, periua menctapkan Peraturan
Bupati Boalemo tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
dan Pemanfoatan Dana Kopitas: darn Non Kapitasi Program
Jaminan eschatan  MNasicnal di Puskesmas dan
Jaringannyve!
Undang - Undang HNemwor S0 Tanhun 1989 tentang
Perabentukan RKabupater Boalemo (Lem'bara.n Negara
epublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  indonesia Nomor 3899),
schagaimmana  telah  diubaln denpan Undang - Undang

L e

N oy 0y st s EREXOHI  REa SR v e ) P £
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -



Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupatern Boaleme iLernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3965);

. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4431};

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Repubilik Indonesia Nomor 4438);

. Undang ~ Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 1530, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang - Undang Nowmor 36 Tahun 2009 tentang
Reschown (horinoros Lo o beoaniih Indonesia Tahun
2009 Nomor 44, Tamboehon Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234},

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Juminan Sosial {(Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Nepara Repubhle Indonesin Nomnre 332561

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah {Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana
telahh diubah Dbeberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nonior 9 Tahun 2015 entang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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9.

10.

15.

Pemerintaban ivccrelr Lembsian Negara Republhk

o

indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republic Indonesia Nomor 56704,

Peraturan  Peoerintan Nomor 28 Tahoen 2007 tentang

Pernnagian Urusan Pernerunanur Antara  Pemerintah,
Pemerintanan Sacral Provicsi. dan Pemerintahan Daerah
Rabvtpaton/WNots dweenbora e s Cooublik indonesis
Tahun 2007 MNooeor AL, onbohen Lombaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 47271

Peraturan Pemermtan Nomor 101 Tabun 2012 tentang
Penerima Bantuan [uran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Repubbk Indonesia Tanun 2012 Nomor 264,

Tambahan bLembpara:: Negars Repubitk Indenesia Nomor

Peraturan  Presiden Nomor 12 Tanun 2013 tentang

Jamiman Kesehatan;

Peraturan Mentert ¥esehotan MNomor 6% Tahun 2013

tenteng Slandar Yoo oo e Brseloaan pada Fasilitas

R : (A

T . R - ] PRI, . R R o P 7 e
Wesenodau Tingwnn Doroaoss dan Tasibtas Kesehatao

Tigkat  Laniuien dalao Poovelesgearaan . program

Jamiian Kescharnn:

Peraturan  Mentor: ®osorvan Neomesr 71 Tabhuan 20013
tentang Pelayvonan Keseboran Poda Jdaminon Kesehatan
Nasionai,

Peraturan Menterr Kesenatan Nomor 28 Tahun 2014

tentang  Pedoman Poiide

“rogram  Jaminan
Keschatan Nasional;

Peraturan Mentert Keschwton Nomor 21 Tahun 2016
Lefitnng Ponsst o o CLaiies oaminaa Kesehatan
Nastonal untol jasa pelasans kescholan dan Dukuangan
Biaya Onperasional pada  Fasilitas  keschatan  Tingkat

Pertama Milik Daceran;



Menctapkai:
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D FDMATURAT DUELTT TTICTARG PETUMIUK TEKNIS

PENVELENGGARAAY PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANS JAPITASY DAN HON KAPITASI
ROGRAM JAMINAN HESEHATAK  NASIONAL DI
PUOSHESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN 2017

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal i

dalorn Peratucan Somat ing s sraeame ! dorsan

Daerah adaalab Dacrah (Mopom Kot apaten Hoalemo

Pemermtah Daerah adalnh Kopala Daerah beserra perangkat
dacrah otonom yang loin acbagmy VHedan Bksekutif Daerah

Kabupaten Eoalemo.
Bupati adalah Bupati Boalens

Sekretarts Dacrah  adalah  Sclretaris Duerah  Kabupaten

Boalermno

Kesehaton adaiah keadaan szjahtera duni badan jiwa dan
sostal yang memungkinkan seiiap oracg produktif secara

sosial dan ekononmut

Jaminan fKLesenatan adalabh jamnisan berupa Perlindungan
kesehatan agar peseria memperoleh manfaal pemeliharaan
wesehotan dan porlindungsn dalan memenuhi kebututhan
dusar kesehatan yang diberilan kepada setiap orang yang
tel:fy membayar  iurar atay Buraniya  dibayvar  oleh

werneriniah,

Badan Peavelengzaraan Jurminon Soswl Meschatan yang

selanjutnya disingkat BRJS Keschatan adalat badan hukuin
vang dibenouk dmuk omoenyewenpggarakan Program Jaminan
hesehaian.

Peserta adalan selson oosog womasul orang asing vang

DORUi e n iy tarigih: oy cwan b ndonesia yang
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G, Penerinia  Bantuan  luvran Jaminan Kesehatan  yang
sclanjuinya discbur PRI Jdaininan Keschatan adalah Fakir
Miskin dan orang vang tidak mampu sebagai Peserta
Jamman Keschatan vang berasal dan kepesertaan Jaminan

keschatan PBI APBN |, PBI APE2D | dan PRI APBD (1.

10. Non PBI Peleerja Penerime Unaby adalah peserta yvang berasal

dari peserta Askes, Asabr dan Jamsosiek.

11. Pekerja Bukan Penerimza Upah dan anggota keluarganya
adalah setiap orang vang beiera atau berusaha atas resiko
sendirt.

12. Pemberi kerja adalah orang perscorangan, pengusaha , badan
hukum alau badan lnoaye pouyy mcmpekergjakan tenaga
kerja , awa penyelenpgara Megara yang mempekerjakan
Pegawal Negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan

dalam bentuk lainnya.

13. luran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang
dibayarkan secara teratur oleh peserta , pembert kerja dan/

atau pemerintah untuk Prograrm Jaminan Keschatan.

14. Fasilitas keschatan adalah Fasihitas Pelayanan Kesehatan
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan perorangan, baik promotif, preventf, kuratif
maupun rehabilitative vang dilakukan olch  pemerintah,

pemermntah daerah, das /oo mesvarakar

15, Kapitast adalah sebuah meteae gombayaran uniuk pelayanan
kesehatan dimana penyedia lavanan dibayar dalam jumlah
tetap per pasicn tanpa memperhatikan jumlah atau sifat

layanan yang sebenarnya diberikan.

16. Tarif Kapitasi adalal besaran pembavaran perbulan yang
dibayar dimuka oleh BPJ8 Keschatan kepada Fasilitas
kesehatan Tingkat Fertama berdasarkan jumlah peserta yang
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah

pelayanan kesehatan yang diberikan.

17. Tarif Non HKapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh

BPRIS Kesehatan kesads, Fasibing

seoschatan Tingkat Pertama

berdasarkan jenis dan fambah pelayanan vang diberikan.

Al



18, Jasa Pelayanan adol:h jasn peiakeanaen upayva kesehatan
komprehensit  vang  meliputi preventif, promotif dan
rehabilitative untuk meningkatkan  derajat kesehatan

masyarakat.

v

19, Jasa Sarana adaish Bilaya vanyg cipunalan untul menunjang
Felancaran upaya eseiasall LLnprehensil

20. FKTP adalah Fasiittas Kesenaran Tingkat Pertama atau

Puskesmas
BAE 12
MAXSUD DAR v UJYLL
Pusai
Maksud Program Jaminan Keschoatan Nasicnal adalah untuk

menjaunin  Pelayanan  Keschatan  pada  masyarakat  terutama

masyarukat imiskin dan tidak mamnu.
Pasai 3
Tujuan Frograin oaiiliad aostiaian casienad aodalan untuk

. Membernikan  kepastian  porlincuangan dan kesejahteraan

sesiad Bapt sciuriah rakvay

2. Memberices Jonnan terpenvhioys kebutuhsn dasar hidup

vang  layak  begl sciap pesovia dan/ataun anggota

Lobuarsnnys

3. Meningkutizan  akses  ddan muiu pelayanan  kesehatan
terhadap seluruh masyarakst khususnya masyarakat miskin
dan tidak mampu agar tercapat derajat keshatan masyarakat

vang optinal sccara efektil dan enisien
4. Moamgkatioan FARRTAPES ARV kesenatan bagi

masyarakat;

5. Terselenggaranva pengelolaan kenangan yang transparan

darn akuntabel;



BAB 111 :
RUANG LINGKUP PELAYAWANAN KESEHATAN
Basat 4

s

Ruang lingkup pelayanan koschatoo Progrom Jaminan Kesehatan
Nasional yaitu pelavanan kesehatan tingkat pertama non
spesialistik (primer) yvang meliputi rawat jalan dan rawat inap :

1} Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang
cdilaksanakan pada fasilitas keschatan tingkat pertama

melipudi
a. Observasi
b. Diagnosis
c. Pengobatan dan atau
d. Pelayanan tindakan medis lainnva

2) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan
KKesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan
dilaksanakan pada fasilitas keschatan tingkat pertama yang

mehliputi :
a. Observasi
b, Llagnousis
¢. Pengobatan dan/atawn
d. Pelayanan tindakarn teknis lainnya

3) Peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling

singkal 1 (satu) hari ;

4} Dalam upaya meningkatkan akscs dan pergerataan pelayanan
bagi peserta JKN diharapkan puskesmas dan janngannya
melakukan kegiatan di  Puskesmas dan Jaringannya,

Puskesmas keliling secara bertahap dan berkesinambungan;
5) Pelayanan kesehatan kebidaran dan neonatal meliputi :
a. Pemeriksaan ANC (Anenaial Care);
D. Persalinan pervaginarmm normal;

c. Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan

pervaginam dengun findakan emergency dasar {




o ol AN st LTl ieees oA N I
o Polavansm sows? aooaral porsaboon

coPemertisaan PN oSt MNatal Oord), necnates;

=

Pelayanon ondalkan Poska Persadinan;

5. Pelaysnan pra rujuisan paos oinpiikasi kebidanan dan
neonatai;
h. Pelayanan keluarga bercncana pemasangan
IUD {Intra Uterine Device),/ himplant;
sSuntik
1. Penanganan komplikasi weluarga berencana paska
persalinan rempat pelayanan periolongan persalinan
dapat diiskukan di sarana pelavanan kesenatan yaitu
puskesmas dan jarnnpannya, bacan praktik, dokter
praktik, ienage kesehatan yang berkompoten yang
vreladcr i et bt o donaan BPRJS;
6} Pelayanan keschatan Rujitkan Tingkat Lanjutan adalah upaya
kesehatar perorangan vang hoersifar spesialistik dan sub

spesialistk yang meliput
- Rawati jalan Tingkar Lanjuian
Rawat Inap Tingkar Laniutan
- Rawat Inap di Ruang perawatan khusus;

7V Progedur  rujukan  ditaksanakan secsra berjenjang  dan
terstrukiur dengan prinsip portapilitas;
8) Poelaksanzan rmujukan harus didararvan nada indikast medis
I,

S RTEN BER EHES RS ST LR e CTTTHIOTITI narus dapat

melakukan wendail dosan Bad rujukan;



BAs 1Y
PRENDANAAN
{7asal 5
1. Ketentuan Pendanaan

a. Dana Kapitas:  Jarmnen Keschatan  Nasional untuk
Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannyva
di bayvarkan oleh BPJS Kesehatan Gorontalo ke rekenirng

Kas Bendahara JEN Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama:

L. Dang non kapitasi Progroos JEN wue Peloyanan Rawat
Inap dainn Pelayanan pevwlongan persalinan  dilakukan
dengan system klaim dari Puskesmas dan jaringannya ke
BPJS Kesehatan Gorontalo selaniutnya BPJS menyalurkan
dana tersebur ke rekeming Kas Bendahara JKN Fasilitas

r

Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan daftar klaim
masing-masing  Puskesmas  aiaw Fasilitas  Kesehatan

Tingkatl Pertama;

¢ Pembayaran danag kapitasi dars BPJS Kesehatan dilakukan

mejaul vekenme dane apitasi SN pada FEKTP dan diakui
schapal pendapatan sesuai Peraiuran Presiden Nomor 32
oyt M

2, {'“’nﬂlr”"(iu” Aronrast Da o

#. Sumber dana

Dana kapitast dan non kapitasi JKN pada pelayanan
keschatan dasar, rawat inap dan klaim persalinan yang
dilabnnsan di Puskesmaes dan Sariisantyva bersumber

dar1 BPJS Kesehatan Goronialo;
b. Alokasi dana

Dana kapitasi dan non kapitasi JKN yang di alokasikan
3 J

untuk setiap puskesmas dengan miemperhitungkan yjumlah

pescria FBI vang burasal dar kepesertaan Jamkesmas,

dambesta  dan  Jamkosdan, Askes sosial, Asabri dan

jaansnostek.
3. Besaran tari: Pelavanan

sesaran tar bapitast Yasilitas Pelayanan Tingkat Pertama

Muskesmag donaringennyat nerdassrkan basi! kredensialing

f



yang dilakukan oleh BPJS dan hasil aseesment yang
dilakukan oleh Dinas Keschatan, sedangkan tarif rawat inap
dan persalinan mengacu pada Permerikes Nomor 69 Tahun

2013, sehapmana terlanngir dilarn poraturan ind.
4. Mekanisme Pembayaran

Untuk pelayanan kesehatan dasar di fasilitas kesehatan
tingkat pertama dibayar dengan sistemm “Kapitasi”, dan
untuk pelayanan Rawat Inap, rujukan, dan pertolongan

persabinan dibavar dengan sisienn “Hlaim™

a. Dana kapitast dibavar olch BPJS XKesehatan setiap bulan
berdasarkan jumlah peserta JKN dan tarif masing-masing
Puskesmas melalui rekening bendahara JKN FKTP.

v

b. Dana non kapitasi (Klaim rawat inap dan klaim persalinan)
dibavar oleh BPJS Foesehowwn setiap bulan berdasarkan
dadlier  Gidiia yiu.agn roldr waiodest 0i2h (ASINg-mMasing
FXTP/ Puskesmas, Beos menyebarkan dana klaim tersebut
melalul rekening bendanoass non kapitasi masing-masing
FKTP untuk sclanjutnya dibavarkan berdasarkan klaim

vang telah discrugjur oteh BPUS Kesehatan.

BAB V
PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
Pasal 6

1. Pemanfaatan dana kapitasi program JKN untuk pembayaran
insn pelavanan kesehararn rada facilitas kesehatan tingkat
pertama atau Puskesmas Se Kabupaten Boalemo adalah

sebesar 60% (enam Puluh Persen)

2.  Pemanfaatan dana kapitasi program JENMN untuk dukungan
biaya operastonal pelayanan keschatan tingkal pertama atau
Puskesmas se¢ Kabupaten DBoalemo adalah sebesar 40%
{empal puluh persca), dengas pengeturan pemanfaatannya

sebagai bertkcut :
a. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai

b. Kegiatan operasional pelayanan  kesehatan lainnya

digunakan untuk kegiatan sebagai berkut : 1



1) Pelayanao loos el dndars Geawsys melipid: pelayanan

reschuonn eecpre apernrchensiyt bagh cemua pasien
ternonle pee o JRPD S0 oe sviiinas nipaya prormotii,
preventit,  kuratif don eebabiitanee df FKTP milk

pemerintahn dacrals,

2} Pelavanan Kesehaion tuar gedung meliputi: pelayanan
¥ H 4
diluar gedung mencakup oelavanzn kesehatan yang
hereifat upaya pronetil ovevertid,  kuratf,  dan

rehaisiitalll, gerw Sugipen rUoash paada peserta JKN

dalam penyelengporuan program SN,

3} Operasional dan pemeitharaaon kenderaan Puskesmas
keliling meliputi:  operasional  dan pemeliharaan
uskesmas keliling (pusling} sehingga pusling selalu siap
dan aaiam kondisi poima schingas optimal  dalarm

pelayanan keschatan.
A Buahan cetok atau clar tuhs Sandloer

Sy Adimmastras:, kKoordimasi Propram danosvstemn Informasi
meirptid keglaran adminiswasi, soominas: program dan
selnksnran svstoee aelorenasl cdnlain pelaksanaan
[SOATE AT TS SR (N SR SR 15 S S U S A daliaiEd susehatan Naswonal

-

f NG

O) Peninglkatin  kapacitas Sumber Daya Manusia
Keschatan el upayas peningkatan
kemampusn/peninegkaten kapasias SDM petugas  di

PV il

YA STRLNNE IR FEE S S

Pembagiaon Jasa Pelasanan Neschaton  berpedoman  pada
Permenkoes Nomor 21 Tahuin 2016 dengan
memperambangkan minimal  dua variable  vaitu  jenis
ketenagaun  dan atau  javatan  dan kehadiran Kepala
Puskesmas/FKTP dapst moerpertimbangkan untuk

traaamnbah varialiie dietas dos s Tootentuaa

i3

a. Dwepakatt  bersama  oleh Sral Poshkesmas  (didukung
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odergnn memperidmbangikan
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4. Pemanfaatan dana noen kapitasi Program JKN yaitu untuk
klaim pelayanan KIA  dan neonatal  digunakan  untuk
pembayaran jasa pelavanan scbesar 80% (Delapan puluh

persen) dan jasa sarana 20% (dua puluh persen);

5. Pemanfaatan dana non kapitasi program JKN untuk klaim
rawat inap digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan
sebesar 80% (tujuh puluh persen} dan jasa sarana sebesar

20% Higa pubuh pergent
; I i ;

6. Pembagian jasa sarana untuk klaim pelayanan kebidanan
dan nconatal sebesar 20% [dua puluh persen) digunakan
untuk PAD Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama atau
Puskesmas se Kabupaten uvalemo sebesar 80 %, untuk
penunjang operasional program KIA di Puskesmas 20 %.

7. Pembaglan jasa sarana untuk kisun pelayanan rawat inap
sebesar 20% (uga puluh persen) digunakan untuk PAD
Fasilitas Keschetan Tingkat Pertama atau Puskesmas se
Kabupaten Boalemo sebesar 80 % dan untuk penunjang

operasional Rawat inap Puskesmas 20 %.

BAB V1
PEMBINAARN, INDIKATOR KEBERHASILAN PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 7

Pelaksanaan Program JKN agar leibih berdaya guna dan berhasil

guna  perle dilnkuokan perbinecn oleh o o Pengelola JKN

Kabupaten sesual dengan Pedoman Pelaksanaan JKN beberapa hal

penting terkait dengan pembinaan oleh Tim Pengelola JKN antara

fain:

1. Tim Pengelola JKN Kabupaten melakukan pembinaan dalam
penvusunan POA Puskesinas oo tmoper —target kinerja JKN
dapat tercapal dan  peinaniasisd  anggaran  dapat optimal,

transparan dan akuntabel;

o

Pembinaan diakukan melalul pengecekan oleh Tim Pengelola
JKN Kabupaten terhadap pelaksanaan  Program JKN  di
Puskesmas yang mencakup pencapaian hasil kegiatan dan

laporan keuangan; 1




3. Pemablanean dilakokas oelaio wumunsan ke Puskesmas pada

saal iy lokaburya s s

4. Pemnbinaan melalut kungungun opangan secara sampling untux

pembukiian laporan Maskesmas,

dengan mengundang Puskesmas.

5. Pembimaan melalul pertemnuan koordinas: di dngkat kabupaten

Untuk menilai keberhasilan JKN di fPuskesmus dan jaringannya

ditetapkan mdifator keberhasiian yang meliputd
1} Inadikator input
- Tersedianya data peserta JKN di Puskesmas;
Tersedianya dats Pusico s,

- Tersedwnya Dana  Kapliiasi  dan non

nenyelenpgearaan JKN;

- Tersedmanva APBD untuk moenduinung nenvelengg

R

2} Indikator Proses

kapitasi

dalam

aran JKN;

- Herluksananyva Progran: onv di cwsiesineg den jaringannya;

- Terlaksananya pencatatan <dan

Program JEIN di Puskesmus dan jaringannya.
3} Indikator Output

Jumlah kunpingan rawat jalan
- Jumlahl kunjungan rawat inap
- Jumlah rujukan
- Jumlah persalinan
-  Terpenuhinya kecukupan dana JKN;

Pasal &

sonnatan

Hasii

ot
—

epiatan

pelavanaa Lt

pelaporan  penyelenggaran

JKN vang

dilaivsanckan ¢lely Puskesmas dan rernmngannva dicatat pada

regisier peacalatan yong ada dy Pusbesioas Jdon jaringannya dan

diberikan tanda kbusus pada register atal uka tidak tersedia

repister dapat dicas:r wada bulos

mermedakan hasi

[T AL ETEY S
RS L

Puskesmas;

register fombahan untuk

doyanan asschotan lamnya dy

1



2) Pencatatan kegiatan Program JKN adalah hasil kegiatan yang
dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya baik berupa
kegiatan dalam gedung maupun luar gedung termasuk
pelayanan yang diberikan sarana lainnya yang pembayarannya

di klaim ke Puskesmas dan jaringannya;

3} Hasil pencatatan yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya
direkapitulasi dalam format laporan puskesmas dan dikirim

secara berjenjang dan periode.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati imi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupall ini dengan penempatannyva dalam berita daerah

Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

2 (umi

Pada tanggal 2017

¢ BUPATI ﬁ@m&o, '
o

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 22 JJuml 2017

Plt. SEKRETARIS DA&ZJRAI‘I PC{),EL%{“»’/I:.“{I‘EN BOALEMGO
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LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI BOALEMO

. RO TAHW 2013
. 92 Juwni Jloti)

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA

KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA
Tabel 1.
Tarif Klaim Rawat Inap
Fasilitas Pelayanan Tingkat Tarif Pelayanan
No Pertama (Rp)
1. |Puskesmas: .

a. <50 Rp. 120.000,-

b. 51 -85 Rp. 150.000,-

¢c. 86 - 129 Rp. 180.000,-

d. > 130 Rp. 200.000,-

Tabel 2.
Tarif Non Kapitasi Kesehatan & Kebidanan Neonatal
- ~ Tarif T
Keterangan
No | Jenis Pelayanan (Rp)
~200.000,- |- Diberikan dalam  bentuk
: Paket ANC paket paling sedikit 4 (empat)

kali pemeriksaan

Jenis pemeriksaan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku

Dalam hal pemeriksaan ANC
tidak dilakukan di satu
tempat maka dibayarkan per

f




Pemmeriksaan

PNC

Vit iy
S

atau pencabutan |
|
WD/ Implant

Poeniceny I

1
Pelayvanan suntik i

KB

4.

Persalivan
pervaginam
O VR
Guakisan oleh

bidan

Maket persalinan
PUIVARINUE
normaj
duakuikan
dokier

P ]

L W3

[

Persalinan
pervaginiam
dengan timmdakan
cmergenst dasar
1 Puskesmas
PONED

i

{ DOCUD Y Runnanear

Lo G000 sumunpan

100,000, -

Jungan

inheriken dalam kurun waktu

kunjungan dengan ketentuan 2
C(rtuad kali kunjungan itbu nifas

i

; darr nconatus  pertama dan
credua (NN 1 dan KF2, KN2)
1 fsatu) kali kunjungan ibu nifas

b

TTATy

L e 2T
Letion {1073

)

15.000,-

70:3.00Q

200600

Poskesmas

 Polayanan

Pt

Pelayanan
tindakan
nersalinan

Mlacenta manualy

PISCG
{ims.

PONED

T

Pra I
Komplikasi !
kebidanan

i P |
TN AV ‘

AR

Penangan:

L komipliloas
| pasca persajinarn
L S

Petayazan w3
MO/ Vaselooas

Rigukan

e
:E“- ["J

IETATA
EA R

}r?{'“‘:.l

1 Per kali suntk

|
|
%
|
}

Sesuas taril dasar ambulans

yang ditetapkan oleh pemerintah

f

v




- Pemeriksaan

GDS

Pemerikzaan

GDP

-  Pemeriksanan

GDPP

Permeriksaan
HbAlc

-  Pemeriksaan

mcroalbumin
uria

- Pemeriksaan

urcum

- Pemeriksaan

Kreatinin

- Pemeriksaan

kolesterol
total

-  Pemeriksaan

kolesterol LDL

- Pemeriksaan

kolesterol
HDL

- Pemeriksaan

Trigliserida

Pelayanan Ruuk|
Balik :

Rp 10.000,-
I
Rp 10.000,-

Rp 10.000,-

Rp. 30.000

Rp. 30.000,-

Rp. 45.000),-

’p. 60.000,-

Rp. 45.000

Kp. 50.000

Rp. 120.000,-

daerah

Sesuat indikasi medis

! bulan 1 kali
I bulan 1 kalh
1 bulan 1 kali

2 kali dalam 1 tahun

2 kali dalam 1 tahun

2 kali datam 1 tahun

2 kali dalam 1 tahun

2 kali dalam 1 tahun

2 kali dalam 1 tahun

2 kol dalam 1 tahun

ljcjlay ANnail
Skrining
Kesehatan

Perneriksaan
IV A

termeriksaan
papsmear

- Pemcriksaan

GDS, GDP,
GDPP

Rp. 25.000

| Rp. 125.000

Rp. 10.000

i kali dalam 365 han

selama 3 tahun berturut-

| turut selanjutnya per 5

Viahiin sekal




Terapi Krio

Rp. 150.000

Untuk kasus IV A positif

-

rDARWIS MORID

o\



